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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian penelitian lapangan (field research), 

dengan judul “Analisis Sadd Al-Dhari>’Ah Terhadap Pandangan Tokoh Nu, 

Muhammadiyah, Dan Mui Kec Wongosorejo Tentang Kawin Hamil Akibat Zina 

Di Kec Wongsorejo Kab Banyuwangi”. Penelitian ini menjawab dua masalah. 

Pertama, apa pendapat tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI kecamatan 

Wongsorejo tentang kawin hamil akibat zina di kec Wongsorejo. kedua, 
Bagaimana analisis sadd al-dhari@’ah terhadap pendapat tokoh NU, 

Muhammadiyah dan MUI kecamatan Wongsorejo tentang kawin hamil akibat 

zina. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), karenanya 

data penelitian dihimpun melalui wawancara terhadap para tokoh NU, 

Muhammadiyah dan MUI kecamatan Wongsorejo. Kemudian data diolah dengan 

paparan deskriptif dan dianalisis. Teori yang digunakan untuk menganalisis 

pendapat tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI kec Wongsorejo adalah sadd al 
dhari@’ah dengan diperkuat data-data yang diperoleh. Kemudian data diolah dengan 

paparan deskriptif dan dianalisis.  

Dari hasil penelitian tokoh NU,  dan Muhammadiyah, sama-sama 

membolehkan pasangan zina untuk menikah dengan syarat; Pasangan zina tersebut 

sudah bertobat, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Sedangkan 

pendapat tokoh MUI  mencegah terjadinya perkawinan hamil akibat zina dengan 

alasan akan menimbulkan kemafsadatan di kemudian hari. Dan dari hasil analisis 

sadd al-dhari@’ah terhadap pendapat tokoh NU, dan Muhammadiyah, dan MUI 

kecamatan Wongsorejo, yang meliputi unsur-unsur sadd al-dhari>’ah, pembagian 

sadd al-dhari>’ah menurut jenis kemafsadatan, dan kualitas kemafsadatan, maka 

perkawinan hamil akibat zina yang terjadi di kec Wongosrejo masih terdapat 

mafsadat. Maka dari itu, fenomena perkwinan hamil akibat zina di kecamatan 

Wongsorejo sudah seharusnya dicegah. 

Penulis menyarankan kepada semua elemen khususnya tokoh NU, 

Muhammadiyah, dan MUI kecamatan Wongsorejo dapat segera melakukan 

langkah pencegahan terhadap kehamilan akibat perzinaan, dengan melakukan 

bimbingan-bimbingan kepada generasi muda di kecamatan Wongsorejo akan dosa 

dan efek negatif  dari perbuatan zina. Sehingga akan mengurangi angka 

perkawinan hamil akibat zina di kecamatan Wongsorejo karena kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Sesuai 

dengan firman Allah surat al-Dha>riya>t ayat 49 : 

رُونَ  وَمِن ءٍ خَلقَۡنَا زَوۡجَيِۡۡ لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ ِ شََۡ
  ٤٩كُل

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”1 

 

Serta surat al-Ru>m ayat 21 : 

َٰتهِِ  وَمِنۡ  ْ إلََِۡهَا وَجَعَلَ  ۦ  ءَايَ زۡوََٰجٗا للتِسَۡكُنُو ا
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم مل

َ
ًۚ إنَِّ فِِ أ ةٗ وَرحََۡۡة  وَدَّ بيَۡنَكُم مَّ

رُونَ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ للقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ   ٢١ذَ
 

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

 

Agama Islam menganjuran bagi setiap pemeluknya untuk menikah, 

karena pernikahan merupakan  sunnatulla>h  dan berlaku kepada semua 

makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan 

merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.2 

                                                           
1 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara 

Kudus., t.t.) 
2 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta : Rajawali Pers,  

2010), 6. 
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Dalam peraturan perundang-undangan juga telah tercantumkan 

pengertian dari perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang 

No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.3 

Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan 

kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah 

kecocokan dan sempurnalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa 

mawaddah dan wa rahmah antara keduanya supanya saling membantu 

dalam melengkapi kehidupan.4 

Pernikahan menurut terminologi yang disampaikan oleh Rahmad 

Sudirman berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan 

tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk  membentuk 

bahtera rumah tangga yang  sakinah dan menjadi masyarakat yang 

sejahtera.5 Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu 

masyarakat, suatu tempat di mana orang menyusun danmembina keluarga, 

anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap 

orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. 

                                                           
3 R.subekti  dan R.Tjitrosudibio, Kitab undang-undang hukum perdata, (Jakarta:PT pradnya 

pramita,2004), 537. 
4 Wahbah Az-Zuhaily, Tafsr Al- Munir, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-
Mu’asir, Cet. Ke-1, 1991, 69. 
5 Rahmad Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76. 
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Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan 

dan perdamaian, tetapi juga tanggungjawab hak dan kewajiban.6 

Pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan 

saja tetapi sebagai akad yang kuat sesuai seperti yang diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi “perkawinan menurut  

hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau  

mi>tha>qan ghali>d}an  untuk mentaati Allah dan melaksanakannya adalah 

Ibadah.”7 Hal ini sesuai dengan firman Allah  SWT dalam Alquran surat 

al- nisa>’ ayat 21 : 

خُذُونهَُ  وَكَيۡفَ 
ۡ
ا غَليِظٗا  ۥتأَ ِيثََٰق  خَذۡنَ مِنكُم مل

َ
فۡضَََٰ بَعۡضُكُمۡ إلَََِٰ بَعۡضٖ وَأ

َ
 ٢١وَقَدۡ أ

 

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian 

yang kuat.” 8 

 

Definisi pernikahan di atas yang sakral, suci, dan mengandung 

nilai-nilai keluhuran, tak cukup membuat masyarakat sadar. Pernikahan 

seharusnya di mulai dengan i’tikad baik dua mempelai untuk menyambung 

silaturrahmi dengan keluarga kedua mempelai, agar terbentuk keluarga 

yang sakinah mawaddah wa rahmah, demi tercapainya kebahagiaan. Akan 

tetapi realita sosial di  masyarakat sekarang fenomena hamil di luar nikah 

semakin meningkat.  

                                                           
6 Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia (Jakarta: Jamunu, 1969),  85. 
7 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 
8 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara  

Kudus., t.t.), 81. 
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Kehamilan yang berujung dengan menikahnya dua pasangan zina 

tersebut, Ada pula yang berujung pada lahirnya anak tersebut tanpa 

melalui pernikahan yang sah, atau tindakan aborsi atau bahkan sampai 

melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat menghadapi konsekuensi 

akan kehamilannya, baik pertanggung jawaban terhadap keluarganya, 

maupun tanggung jawab moral terhadap masyarakat.9 Kejadian ini secara 

otomatis merusak citra keluhuran, kesakralan, dan kesucian dari 

pernikahan tersebut. Karena pernikahan tersebut dilaksanakan dengan 

diawali sebuah perzinahan, dan i’tikad buruk kedua pasangan. Karena 

perzinahan adalah seburuk-buruk jalan yang di tempuh oleh seseorang, 

berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran surah al-isra>’ ayat 32 : 

 

ى تَقۡرَبُواْ  وَلَ  ِنََ َٰحِشَةٗ وَسَا ءَ سَبيِلٗٗ  ۥإنَِّهُ  ٱلزل   ٣٢كََنَ فَ
 

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”10 

 

Seiring dengan kemajuan zaman, dimana kehidupan sudah 

demikian maju, berkat perkembagan teknologi yang sangat pesat, arus 

informasi yang semakin canggih, sedikit banyak telah membawa dampak 

negatif bagi kehidupan manusia, ditandai dengan dekadensi moral, 

maraknya perzinahan, dsb.  

                                                           
9 Kartini Kartono,  Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 7. 
10 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara  

Kudus., t.t.),  
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Arus perubahan yang drastis telah merambah kota-kota besar di 

Indonesia termasuk di Banyuwangi. Tak luput dari itu, sekarang ini sudah 

menjalar di berbagai pelosok-pelosok desa. Ini tidak akan berakibat buruk 

apabila kemajuan tersebut diikituti pula dengan kemajuan bidang mental 

spiritual yang dapat membentengi dampak negatif dari kemajuan tersebut. 

Akan tetapi kemajuan itu tidak dibarengi dengan kemajuan spiritual 

sehingga banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Indikasi ini  

dapat dilihat dengan semakin menggejalanya perkawinan wanita hamil di 

luar nikah yang terjadi di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi. 

Perkawinan wanita hamil di luar nikah, disebabkan karena si pria 

dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang 

dihamilinnya sebelum menikah. Selain itu untuk menutup malu keluarga 

sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik si pelaku dan 

keluarga. agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus menerus.11 

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang 

oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara. Selain karena 

adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman ada masing-

masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji 

dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum 

semakin diperlukan.12 

Istilah Al-tazawwaju bil h}amli (perkawinan karena hamil) 

dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria 

                                                           
11 Ali Hasan, Masail Fighiyyah, al Hadisah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 8. 
12 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakah{at …, 128 
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dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan yaitu 

dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini 

oleh orang yang bukan mengahamilinya.13 

Dengan alasan-alasan tersebut pelaku melakukaan perkawinan 

tanpa mempertimbangkan segi lain misalnya segi psikologis yang walau 

bagaimanapun tetap menggangu jiwa si anak.14 Juga tinjauan agama 

dimana para ahli fiqh masih berbeda pendapat di dalam menentukan 

hukumnya.  

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai 

beberapa persoalan hukum Islam yang dalam hal ini fuqaha berselisih 

pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumhur ulama yang 

membolehkannya sedang segolongan fuqoha lainnya melarangnya.15 

Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan  Imam 

Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan 

dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh 

dengannya tanpa menunggu  istibra' (penjernihan rahim). Sedangkan  

menurut  Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu  

istibra' (penjernihan rahim), Sedangkan  imam Ahmad berpendapat tidak 

boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan istibra' 

(penjernihan rahim). adapun imam Malik untuk menikahinya  

mensyaratkan istbra'. ada dua pendapat dikalangan malikiyah : 

                                                           
13 Mahyuddin, Masailul Fiqhiyah (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 44. 
14 Ibid… hal 9. 
15 M.A Abdurrahman dan A Haris Abdullah, Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid (Jakarta : 

Pustaka,1995), 432-43. 
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Pertama, ada yang mengharamkan pernikahan selamanya 

(tahriman muabbadan) antara dua sejoli yang berzina, baik wanita tersebut 

hamil atau tidak. berlandaskan teori tindakan preventif (sadd al-dhari>’ah) 

Kedua, membolehkan pernikahan antara keduanya, dengan syarat 

wanita tersebut sudah selesai istibra' (melakukan penjernihan rahim) 

dengan tiga kali haid atau tiga bulan, setelah proses ini dilakukan baru 

boleh diakad. baik dia hamil atau tidak.16
 

Berkaitan dengan berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para 

fuqoha di atas, maka dapat dipetakan bahwa perkawinan hamil di luar 

nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang menghamili maupun 

tidak menurut ulama’ ada yang membolehkan, ada yang membolehkan 

bersyarat dan juga ada yang menolak. 

Hal yang paling berat untuk diupayakan adalah bagimana rumah 

tangga yang dilatarbelakangi kawin hamil bisa membentuk keluarga yang 

bahagia dan sejahtera, atau dengan kata lain untuk mewujudkan tujuan 

utama dari perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa 

rahmah. 

Masalah kawin hamil ini merupakan hal yang lumrah terjadi di 

Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, karena selama ini masyarakat 

berpikir bahwa dengan menikahkan pasangan zinah dapat menutup aib 

keluarga, dan demi menghindari gunjingan tetangga. Masyarakat belum 

memikirkan masalah-masalah yang akan timbul setelah pernikahan 

                                                           
16 Ibn Rusyd, Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid oleh M.A Abdurrahman dan A Haris Abdullah 

(Jakarta : Pustaka,1995), 432-47. 
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keduanya. Untuk itu perlu dipelajari lebih dalam lagi untuk mengetahui 

masalah-masalah yang akan timbul dari sudut pandang tokoh agama di kec 

Wongsorejo Banyuwangi, dan menganalisis pendapat tokoh agama dalam 

menyikapi hal tersebut. Pendapat tokoh yang akan kita kaji di sini adalah 

pendapat tokoh agama NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan MUI 

Kecamatan Wongsorejo. 

Karena permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan kajian dan penelitian dengan judul “Analisis sadd al-dhari>’ah 

terhadap pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI kec 

Wongosorejo tentang kawin hamil akibat zina di kec Wongsorejo kab 

Banyuwangi”  

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan kawin hamil akibat zina. 

2. Pendapat tokoh agama di kec Wongsorejo tentang maraknya kawin hamil 

akibat zinah di Wongsorejo serta dasar hukumnya. 

3. Pendapat tokoh agama di Wongsorejo tentang kawin hamil akibat zinah. 

4. Analisis sadd al-dhari>’ah terhadap masing-masing pendapat tokoh. 

Beberapa masalah di atas, penulis membatasi satu masalah yang 

menjadi acuan untuk ini, yaitu tentang Analisis sadd al-dhari>’ah terhadap 

pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI Kecamatan 
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Wongosorejo tentang kawin hamil akibat zina di kec Wongsorejo kab 

Banyuwangi 

 

C. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka ada permasalahan yang 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI Kecamatan 

Wongsorejo tentang kawin hamil akibat zina di Kecamatan Wongsorejo 

kabupaten Banyuwangi? 

2. Bagaimana analisis sadd al-dhari>’ah terhadap pandangan tokoh NU, 

Muhammadiyah, dan MUI kec Wongsorejo tentang kawin hamil akibat 

zina di Kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi? 

 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis 

paparkan penelitian terdahulu yang  hampir  memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang penulis laksanakan. Penelitian tentang masalah  kawin 

hamil  akibat zina  sudah pernah dikaji oleh beberapa penulis diantaranya : 

1. Muh. Nur Syifa (2008) yang berjudul “Kawin Hamil Dan Implikasinya Di 

Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 Dalam 

Tinjauan Hukum Islam”.  

Skripsi ini meneliti fenomena kawin hamil yang terjadi di KUA 

Kecamatan Imogiri dengan meneliti secara langsung kedalam 
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masyarakatnya dan juga proses pelaksanan kawin hamil tersebut di KUA 

Kecamatan Imogiri. Karena di dalam KUA sendiri masih ada beberapa 

permasalahan mengenai perkawinan hamil tersebut apakah pelaksanaanya 

sudah sah atau sesuai dengan aturan yang ada atau belum. Kemudian 

melihat faktor-faktor apa  saja yang mendorong terjadinya perkawinan 

hamil tersebut serta implikasi kawin hamil tersebut terhadap kehidupan 

rumah tangga (keluargannya).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan  sosiologis normatif  

aritinya pendekatan didasarkan pada faktor yang sebenarnya terjadi 

dilapangan kemudian disesuaikan dengan dalil-dalil / nash.  

Adapun kasus kawin hamil yang terjadi di Imogiri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah: kurangnya pengawasan orang tua, 

tipisnya keimanan, lemahnya kontrol masyarakat dan adanya tradisi 

ngenger atau tunangan. Selain itu kawin hamil akan berpengaruh terhadap 

kehidupan keluarganya baik dari hubungan suami istri yang kurang 

pemahaman terhadap tugas-tugas keluarga, begitu juga terhadap anak, 

serta orang tua / mertuanya.17 

2. Afif Azhari (2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pernikahan Wanita Hamil  di Luar Nikah  di KUA  Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik”.

Skripsi ini membahas tentang prosedur di KUA mengenai wanita 

yang hamil di luar nikah di wilayah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 

17 Muh. Nur Syifa, “kawin hamil dan implikasinya di kua kecamatan imogiri bantul yogyakarta 

tahun 2006-2007 dalam tinjauan hukum Islam”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008. 
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Yaitu tentang bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang 

sudah hamil di kantor KUA  Kecamatan  Cerme Kabupaten  Gresik  dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita 

hamil luar nikah di KUA  Kecamatan Gresik  yaitu menganalisis 

menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang pernikahan dan 

prosedur pencatatan nikah sehingga mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai masalah tersebut.18 

3. Surianti (2015) yang berjudul “Kawin Terpaksa Karena Hamil Dan 

Dampaknya Atas Kelangsungan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum 

Islam (Studi Kasus Di Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe)”. 

Skripsi ini meneliti tentang Faktor penyebab  kawin  terpaksa  

karena hamil di  Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe,  

bentuk  kawin  terpaksa  karena hamil di  Desa Soropia Kecamatan 

Soropia Kabupaten Konawe, dampak  kawin  terpaksa  karena hamil  atas 

kelangsungan rumah tangga  di  Desa Soropia Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe, dan tinjauan hukum Islam terhadap kawin terpaksa 

karena hamil dan dampaknya atas kelangsungan rumah tangga di  Desa 

Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.19 

Dari daftar penelelitian-penelitian sebelumnya membahas lebih 

mengacu terhadap mekanisme pegawai atau penghulu KUA yang mana 

                                                           
18 Afif Azhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di  

KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”. Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009. 
19 Surianti, “Kawin Terpaksa Karena Hamil Dan Dampaknya Atas Kelangsungan Rumah Tangga 

Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe)”, Skripsi, IAIN Kendari, 2015. 
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ada tidaknya perbedaan antara pernikahan wanita hamil dengan pernikahan 

wanita yang tidak hamil dan problematika yang terjadi di KUA.  

Masalah “Hamil di Luar Nikah” yang dijelaskan di atas, penulis 

tertarik untuk mengangkat hal baru sehingga terlihat jelas bahwa penulis 

tidak melakukan pengulangan atau duplikasi dan plagiasi dari kajian atau 

penelitian yang sudah ada, tentang “Analisis sadd al-dhari>’ah terhadap 

pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI kec Wongosorejo 

tentang kawin hamil akibat zina di kec Wongsorejo kab Banyuwangi”. 

Karena pandangan tokoh setempat juga berperan dalam membentuk 

persepsi masyarakat. 

Skripsi ini penulis menfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap 

pandangan tokoh masyarakat mengenai kawin hamil akibat zina yang 

terjadi di kec Wongsorejo kab Banyuwangi. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pandangan tokoh NU, 

Muhammadiyah, MUI kec Wongsorejo tentang  kawin hamil akibat zina di 

Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk menganalisis secara hukum Islam terhadap  pandangan tokoh NU, 

Muhammadiyah, MUI kec Wongsorejo tentang  kawin hamil akibat zina di 

Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 

teori sadd al-dhari>’ah. 
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F. Kegunaan Hail Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

meliputi dua aspek, antara lain: 

1. Aspek Teoretis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama 

pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan hamil akibat zina. 

b)  Dapat menambah Khasanah ilmu sosial khususnya ilmu hukum. 

c) Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa saja yang membuat 

orang lain mengetahui tentang analisis hukum hukum Islam terhadap 

kawin  hamil akibat zina. 

2. Aspek Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah : 

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di 

kalangan masyarakat, baik yang bersifat penafsiran, pemahaman 

maupun kasus-kasus di sekitar kawin hamil akibat zina, sehingga 

nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat khususnya tokoh 

setempat dalam menyikapi fenomena kawin hamil akibat zina. 

Dan dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian 

ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat menghadapi fenomena kawin 

hamil yang marak terjadi di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten 

Banyuwangi. 
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G. Definisi Operasional 

Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep 

atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam meneliti, 

mengkaji atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dimaksud 

dengan definisi operasional adalah sebagai berikut 

 

Sadd al-dhari>’ah : Metode penetapan hukum dengan cara 

menutup jalan yang dianggap akan 

menghantarkan kepada perbuatan yang 

mendatangkan mafsadah dan terlarang.20 

penulis ingin menganalisis pandangan 

tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI 

kec Wongsorejo dengan sadd al-dhari>’ah 

agar mengahasilkan kesimpulan dari 

pemikiran penulis. 

Pandangan Tokoh : Hasil wawancara terhadap tokoh NU, 

Muhammadiyah, dan MUI Kecamatan 

Wongsorejo  tentang pendapat beliau 

menanggapi maraknya kawin hamil 

akibat hamil yang terjadi di Kecamatan 

Wongsorejo. 

                                                           
20 Asrorun Ni’am Sholeh, metodologi Penetapan Fatwa majelis ulama indonesia, (jakarta : 

Penerbit Erlangga, 2016), 12 
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Kawin Hamil Akibat Zina : Perkawinan yang dilakukan oleh kedua 

pasangan zina karena si perempuan 

hamil di luar kawin. 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

untuk itu tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah data yang 

dikumpulkan :  

 

1. Data 

a. Data Primer. 

Data tentang pandangan tokoh terkait nikah hamil akibat zina 

yang diperoleh secara langsung berupa interview, observasi maupun 

penggunaan intrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan 

sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,21 yaitu 

melalui wawancara dengan para tokoh NU Kecamatan Wongsorejo 

Banyuwangi dan tokoh Muhammadiyah Kecamatan Wongsorejo, 

antara lain; Ainur Rofiq, ST, MM, Dr. Fawaizul Umam Serta ketua 

MUI Kecamatan Wongsorejo KH. Moh Hayatul Ihsan, M.Pd.I. 

 

 

 

 

                                                           
21Saifuddin Azwar, Metode Penenitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain tentang kawin 

hamil akibat zina. Dalam penelitian ini, merupakan data yang 

bersumber dari buku-buku dan kitab tentang kawin hamil. 

 

2. Sumber Data 

a. Tokoh NU, MUI, dan Muhammadiyah Kecamatan Wongsorejo 

b. Buku-buku yang berkaitan dengan data sekunder. 

 
I. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan 

penelitian ini adalah interview (wawancara). Ini adalah teknik 

pengumpulan data yang langsung ditunjukan pada subjek penelitian, 

berupa pertanyaan pertanyaan baik tulisan maupun lisan. Dalam hal 

ini wawancara dilakukan kepada para tokoh masyarakat NU, 

Muhammadiyah, dan MUI kec Wongsorejo mengenai maraknya 

kawin hamil akibat zina di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten 

Banyuwangi. 

b. Dokumen atau Kepustakaan 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa 

tulisan untuk menambah data dalam yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 
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J. Teknik Pengelolahan Data 

Data-data yang di peroleh dari hasil penggalian terhadap sumber-

sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a.  Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 

meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.22 Teknik ini digunakan 

penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang diperoleh secara 

cermat dari data yang di dapat dari. informan tentang pandangan tokoh 

NU, Muhammadiyah, dan MUI Kecamatan Wongsorejo tentang kawin  

hamil akibat zina.  

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber sedemikian rupa 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.23  Dengan teknik ini 

diharapkan penulis dapat menganalisis dengan hukum Islam pandangan 

tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI Kecamatan Wongsorejo tentang 

kawin hamil akibat zina.  

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 

editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga 

                                                           
22Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
23Ibid.,154. 
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diperoleh kesimpulan.24 Dalam hal ini pandangan tokoh NU, 

Muhammadiyah, dan MUI Kecamatan Wongsorejo akan dianalisis dengan 

teori sadd al-dhari>’ah. 

 

K. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

kajian kepustakaan, dengan cara mengoraganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang 

disarankan oleh data.25  

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan 

dibahas dan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

pihak-pihak yang dapat diamati menggunakan metode yang sudah 

ditentukan. Dalam hal ini, metode yang dimaksud adalah sadd al-dhari>’ah. 

 

L. Sistematika pembahasan 

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan 

apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 

                                                           
24Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195. 
25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2010), 

243. 
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Laporan penelitian ini dimulai dengan Bab Pertama yaitu 

pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Kemudian dilanjutkan dengan Bab kedua, tentang tinjauan teoritis 

tentang sadd al-dhari>’ah. 

Bab ketiga memuat pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan 

MUI kec Wongsorejo tentang kawin hamil akibat zina, serta profil dari 

tiap-tiap tokoh tersebut. Serta demografi Kec Wongsorejo Kab 

Banyuwangi. 

Selanjutnya Bab keempat analisis pandangan tokoh NU, 

Muhammadiyah, dan MUI Kecamatan Wongsorejo tentang kawin hamil 

akibat zina, menggunakan analisis sadd al-dhari>’ah. 

Skripsi ini diakhiri dengan Bab kelima, yaitu penutup dari 

pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SADD AL-DHARI>’AH 

 

A. Pengertian Sadd al-Dhari>’ah 

Kata sadd al-dhari>’ah merupakan kata mejemuk yang terdiri dari dua 

kata yaitu “sadd” dan “al-dhari>’ah”. Secara bahasa, kata Sadd merupakan 

bentuk mas~dar atau bentuk ketiga, yang berarti menghilang, mencegah 

dan penghalang antara dua tempat.1 

Sadd al-dhari>’ah terdiri dari dua kata, yaitu saddu  artinnya سَد 

menutup, menghalangi, dan al-dhari>’ah ریِْ عَة  ریِْعُ/الذَّ  ,artinya jalan, wasilah الذَّ

atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa al-dhari>’ah yaitu: 

 

لَةُ الَّتِِْ یَ تَ وَصَّلُ الْوَ  يْءِ  إِلَ  ابِ سِی ْ  الشَّ
Artinya : “Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu”.2 

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramad}>an 

Hasan : 

 

ىْئِ, سَوَاءٌ كَانَ  لَةُ وَالطَّریِْقُ إِلَ الشَّ  مَصْلَحَةُ  أَوْ  مَفْسَدَةُ  الشَىْئُ  ذَاهَ الَْوَسِی ْ
 

Artinya : “Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa 
kerusakan maupun kebaikan”.3 

                                                           
1Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan 

Prinsip Pencegahan dalam Fatwa, (Jakarta : Emir) , 27  
2 Wahbah} Al-Zuh}ayliy, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, (Damaskus: Da>r Al-Fikr, 1986), 873  
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Kata al-dhari>’ah itu didahului dengan Sadd yang artinya menutup, 

maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian 

sadd al-dhari>’ah menurut para ulama ahli us}ul fiqh, yaitu: 

 

يْءِ الْمَمْنُ وْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةِ أوَْ مُضَرَّةِ  نَعَ كُلُّ مَا یَ تَ وَصَّلُ بهِِ مَ   إِلَ الشَّ
 

Artinya : “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun 
perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang 
mengandung kerusakan atau bahaya”.4 

 

Menurut al-Sha>t}ibi, sadd al-dhari>’ah ialah: 

 

وَصَّلُ بِاَ  مَفْسَدَتهِ اِلَ  مَصْلَحَةُ  هُوَ  الت َّ
 

Artinya : “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula 
mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan 
(kemafsadatan)”.5 

 

Dalam karyanya al-Muwa>faqo>t, al-Sha>t}ibi menyatakan bahwa 

sadd al-dhari>’ah adalah menolak sesuatu yang boleh (ja>iz) agar tidak 

mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu>’).6 

Pada awalnya, kata al-dhari>’ah adalah terminologi yang 

dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. 

                                                                                                                                                               
3 Khalid Ramad}>an Hasan, Mu’jam Us}u>l Al-Fiqh, (Mesir: Al-Rawd}ah, 1998), 148 

4 Wahbah} Al-Zuh}ayliy, Al-Waji>z fi> Us}u>l Al-Fiqh, (Damaskus: Da>r Al-Fiqr, 1999),108 
5 Andewi Suhartini, Ushul Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian 

Agama RI, 2012), 156. 
6 Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), al-Muwafaqat fi Ushul al-
Fiqh, Beirut: Dara l-Ma‟rifah, tt., juz 3, 257-258 
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Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar 

yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak 

terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan 

binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena 

itulah, menurut Ibn al-A’rabi, kata al-dhari>’ah kemudian digunakan 

sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada 

sesuatu yang lain.7 

Dalam bukunya Dr. H. Abd. Rahman Dahlan , M.A. yang berjudul 

Us}u@l Fiqh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sadd al-dhari@’ah : 

“al-Dhari@’ah dalam segi bahasa, berarti : media yang 

menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah 

dalam us}u@l fiq@h, yang di maksud dengan al-dhari@’ah ialah, sesuatu yang 

merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan 

dengan shara@’, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau 

yang dibenarkan), dan menuju ketaatan atau kemaksiatan, oleh karena itu, 

dalam kajian Us}u@l Fiq@h, al-dhari@’ah di bagi menjadi dua; (1) Sadd al-

dhari@’ah dan (2) Fath al Dhari@’ah. Meskipun al-dhari@’ah dapat berarti 

Sadd al-hari@’ah atau fath al-dhari@’ah, akan tetapi dalam kalangan ulama 

us}u@l fiqh, jika kata al-dhari@’ah disebut sendiri, tidak dalam bentuk kata 

majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjukan pengertian 

Sadd al Dhari@’ah. Jadi, sadd al Dhari@’ah adalah jalan untuk mencegah 

                                                           
7 Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab, Beirut: Dar 

Shadir, tt, juz 3, 207. 
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sesuatu yang semula mengadung kemaslatan, dan selanjutnya perbuatan 

itu akan menimbulkan kemafsadatan (kerusakan).” 8 

Menurut Nasroen Haroen yang mengutip pendapat Imam Shat}ibi 

mendefinisikan dhari@’ah dengan : 

لُ بِاَ هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَ مَفْسَدَةٍ  وَ سُّ  الَت َّ
 

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan 

untuk menuju kepada kemafsadatan “ 

 

Al-dhari@’ah adalah wasi>lah (perantara) yang mengantarkan pada 

tujuan tertentu. Menurut Nasroen Haroen yang menutip pendapat Al 

Qurtubi menjelaskan al dhari@’ah adalah perbuatan yang secara esensial 

tidak dilarang, namun sesesorang dikhawatirkan jatuh pada perbuatan 

yang dilarang apabila mengerjakan perbuatan tersebut. Maksudnya, 

seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan 

karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai 

berakhir pada suatu kemafsadatan (kerusakan).9 Dalam menentukan 

kemafsadatan (kerusakan) ini kita harus melihat dari beberapa sudut 

pandang dan cara menimbang yang berbeda-beda.  

Dengan demikian, definisi sadd al-dhari@’ah berarti metode 

penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan 

                                                           
8Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 236 
9Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1996), 161 
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menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadah dan 

terlarang.10 

Bisa diartikan bahwa Sadd al-dhari@’ah adalah penutupan jalan 

yang menuju pada suatu kerusakan yang biasanya berisi larangan dengan 

memperhitungkan atau menimbang kemafsadatan secara sistematis 

sehingga dapat dinilai bahwa perbuatan itu lebih akan menuju pada 

kerusakan daripada kemaslahatan. 

Secara normatif hukum Islam selalu mempertimbangkan aspek 

kemaslahatan umat, maqa@sid shari@’ah, atau tujuan inti syarat diturunkan 

untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Kemaslahtan 

yang ingin dicapai dalam penetapan hukum syariat direalisasikan sesuai 

dengan maksud shari@’at (maqa@sid shari@’ah) yang meliputi lima perkara, 

yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tuntutan 

keperluan dimaksud memepunyai tiga tingkatan, yaitu yang bersifat 

primer (dharuri@yyat), sekunder (h@ajjiyyat), dan tersier atau pelengkap 

(tahsini@yyah).11 

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai 

pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode 

sadd al-dhari@’ah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan 

metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi 

perbenturan antara maslah}at dan mafsadat. Bila maslah}at dominan, maka 

                                                           
10Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan 

Prinsip Pencegahan dalam Fatwa...., 31 
11Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan 

Prinsip Pencegahan dalam Fatwa, (Jakarta : Emir), 50-51 
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boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus 

ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-

hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.12 

Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah 

menggunakan Q.S. Al-An’am ayat 108 dan Q.S. An-Nu>r ayat 31 yang 

dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang sadd al-

dhari@’ah.13 

مٌ عَلَى جَ   لْبِ الْمَصَالِحِ ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 
kemaslahatan.”14 

 

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka 

prinsipnya dirumuskan dalam kaidah: 

 إِذَاجْتَمَعَ الَْْلََلُ وَالَْْراَمُ غُلِبَ الَْْراَمُ 
Artinya : “Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka 

yang haram mengalahkan yang halal.”15 
 

Sehingga, perbuatan haram harus dicegah perbuatannya. Agar 

tidak menimbulkan mafsadat di kemudian hari. Hal ini menjadi dasar bagi 

penerapan sadd al-dhari’ah sebagai konsep pencegahan terhadap 

kemafsadatan. 

                                                           
12 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 429. 
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 4, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237. 
14 Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Madkhalu fi> 
AlQaw>’id Al-Fiqhiyyati, 21. 
15 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 430. 
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B. Dasar Penggunaan Sadd al Dhari@’ah Sebagai Sumber Hukum Islam 

Menurut Abdul Aziz Dahlan, adapun dalil sebagai hujjah dari sadd 

al Dhari@’ah adalah sebagai berikut : 

a. Firman Allah pada QS. Al Baqarah (2) : 104  

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ َٰعِنَا وَقُولوُاْ  ٱلَّذ ْ  وَ  ٱنظُرۡناَءَامَنُواْ لََ تَقُولوُاْ رَ لِِمٞ  ٱسۡمَعُوا

َ
َٰفرِيِنَ عَذَابٌ أ   ١٠٤وَللِۡكَ

 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi 

katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi 

orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.16 
 

Kata ra>’ina berarti : sudilah  kiranya kamu 

memperhatikan kami. Ketika para sahabat menghadapkan 

kata ini kepada Rasullullah, orang Yahudi juga memakai kata 

ini dengan digumamkan seakan-akan menyebut ra>’ina, 

padahal yang mereka katakan ialah ru>’unnah yang berarti 

kebodohan yang sangat, seagai ejekan terhadap Rasullullah 

itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat-sahabat 

menukar kata ra>’ina dengan unz}urna yang juga sama artinya 

dengan ra>’ina. Dengan kata lain, larangan Allah tersebut 

merupakan sadd al-dhari>’ah.17 

Dalam riwayat lain QS. Al Anam (6) : 108 dijadikan hujjah 

sadd al-dhari>@’ah  :  

                                                           
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Al-Huda, 2005),  17 
17Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh…, 240 
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ْ  وَلََ  ِينَ تسَُبُّوا ِ يدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱلَّذ ْ  ٱللّذ َ فَيسَُبُّوا ةٍ  ٱللّذ مذ
ُ
ِ أ

َٰلكَِ زَيذنذا لكُِل عَدۡوََۢا بغَِيِۡۡ عِلۡم ٖۗ كَذَ
رۡجِعُهُمۡ فَيُنبَلئُِهُم بمَِا كََنوُاْ يَعۡمَلُونَ    ١٠٨عَمَلَهُمۡ ثُمذ إلَََِٰ رَبلهِِم مذ

 
Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan 

yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. 

Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik 

pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah 

kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa 

yang dahulu mereka kerjakan” 

 

Dalam ayat ini Allah melarang untuk memaki sesmbahan 

kaum musyrik, karena kaum musyrik itupun akan memaki Allah 

dengan makian yang sama, bahkan lebih. 

b. Hadis 

Hadis sebagai dasar hukum yang kedua dalam Islam juga 

menjadi dasar dalam menguatkan penggunaan sadd al-dhari’ah 

sebagai sumber hukum Islam. Seperti dalam hadis berikut ini : 

هُمَا قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّ  هِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 أَنْ یَ لْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَیهِ قِیلَ یاَرَسُولََللَّهِ وكََیْفَ یَ لْعَنُ وَسَلَّمْ إِنَّ مِنْ أَكْبََِ الْكَبَائرِِ 

هُ   اللرَّجُلُ وَالِدَیهِ قاَلَ یَسُبُّ الرَّجُلُ أیَااَلرَّجُلِ فَ یَسُبُّ ابَاَهُ وَیَسُبُّ أمُُّ
 

Dari Abdullah bin ‘Amru, beliau Rasulullah Saw bersabda : 

“salah satu dosa besar ialah sesorang melaknat orangtuanya”. 

Sahabat ada yang bertanya ? wahai Rosulullah, bagaimana 

seseorang bisa memaki orang tuanya? Rasulullah bersabda : 
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“Ia memaki ayah seseorang  maka orang tersebut membalas 

memaki ayah dan ibunya”.18 

 

Hadist ini menurut Ibn Taimiyah, menunjukkan bahwa 

sadd al-dhari@’ah termasuk salah satu alasan untuk menetapkan 

hukum shara’, karena sabda Rasulullah di atas, masih bersifat 

dugaan, namun atas dasar dugaan itu Rasulullah saw 

melarangnya dengan alasan lazimnya seseorang akan 

membalas dengan hal yang sebanding. Dalam kasus lain 

Rasulullah SAW. Melarang memberi pembagian harta warisan 

kepada anak yang memebunuh ayahnya (H.R. al Bukhari dan 

Muslim), untuk menghambat terjadimya pebunuhan orang tua 

oleh anak-anak yang ingin segera mendapatkan warisan.19 

Dari hadis di atas bisa dikatakan bahwa memang dalam 

menggali hukum keberadaan dalil sadd al-dhari@’ah pernah 

dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat, 

meskipun secara tegas tidak disebutkan bahwa perbuatan, 

ucapan dan ketetapan baik nabi maupun para sahabat adalah 

menggunakan dalil sadd al-dhari@’ah.   

c. Kedudukan Sadd al-Dhari@’ah  sebagai sumber Hukum Islam  

Menurut Abdul Aziz Dahlan terdapat perbedaan pendapat 

ulama’ terhadap keberadaan sadd al-dhari@’ah sebagai dalil 

                                                           
18Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dimuat dii dalam Imam an Nawawi, Syarh 

Shahih Muslim (beirut: Dar al Fikt, t.t.), Juz II, 83 
19Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1996), 168 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 

 

dalam menetapkan hukum shara’. Ulama Malikiyah dan ulama 

Hanabiyah menyatakan bahwa sadd al-dhari@’ah dapat diterima 

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara’, 

sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terkadang 

menggunakanya sebagai dalil akan tetapi dalam waktu 

tertentu menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, sesorang 

boleh meninggalkan shalat jumat dan menggatinya dengan 

shalat z}uhur asalkan ada syarat yang mengugurkanya yaitu 

dalam keadaan sakit atau saat bepergian (musafir), kemudian 

lebih baik mengerjakan solat zhuhur secara diam-diam agar 

tidak dianggap meninggalkna kewajiban dengan sengaja. 

Demikian juga keadaan sesorang yang sedang berpuasa, boleh 

meninggalkan puasanya dengan syarat adanya uzur dan 

hendaknya saat itu tidak makan secara terang-terangan di 

hadapan umum.20 Menurut Mushthafa Dib al-Bugha yang 

dikutip oleh Nasroen Harun dalam bukunya Us}u@l Fiq@h 1 

difatwakan bahwa Imam Syafi’i menetapkan masalah di atas 

berdasarkan prisip sadd al-dhari@’ah.  

Husain Hamid Hasan (guru besar Ushul Fiqh di Fakultas 

Hukum Universitas Cairo, Mesir), mengatakan bahwa ulama 

Hanafiyyah dan ulama Syafi’iyyah dapat menerima kaidah 

sadd al-dhari’ah apabila kemafsadatan yang akan muncul itu 

                                                           
20Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh .....,239  
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dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga 

keras (ghilbah al zhann) akan terjadi.21 

Rachmat Syafi’i menjelaskan perbedaan pendapat antara 

Syafiiyyah , Hanafiyya dengan Malikiyyah, Hanabilah. Dalam 

hal ini terletak pada masalah akad dan niat.  Dalam suatu 

transaksi menurut Syafiiyyah dan Hanafiyyah jika  akad yang 

digunakan sudah sesuai syarat dan rukun maka transaksi itu 

sudah sah. Adapun dalam masalah niat sespenuhnya hanya 

Allah yang mengetahui. Menurut mereka selama tidak ada 

indikasi-indikasi  yang menunjukan niat tersebut maka berlaku 

kaidah : 

 

سْمُ وَاللَّفْظُ رِ الْعِبَادِ أمُُو  الْمُعْتَبَ رُ فِِ أوََا مِراِللَّهِ الَْمَعْنََ وَالْمُعْتَبَ رُ فِِ  الََِْ  

Artinya : “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

hak-hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan 

dengan hak-hak gamba adalah lafalnya “  

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap 

dari beberapa indikator yang ada maka berlaku kaidah : 

 

رةَُ فِِ الْعُقُوْدِ باِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِِ لَبَاِلألَْفَاظِ    وَالْمَبَانِِ الَْعِب ْ

Artinya : yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-

perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadz dan 

bentuk formal.22 

 

                                                           
21Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1,…., 169 
22Rahmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 138  
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Rahamat Syafi’i menerangkan dalam bukunya bahwa 

Ulama Malikiyah dan Hanbilah mejadikan ukuran niat dan 

tujuan dalam sebuah transaksi. Dalam maslah ini jika apabila 

perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila 

tidak sesuai dengan tujuan aslinya kemudian tidak menunjukan 

indikasi yang menunjukkan kesesuain antara niat dan tujuan, 

maka akadnya dianggap sah tetapi ada perhitungan dengan 

Allah dan pelaku. Apabila ada indikator yang menunjukkan 

niatnya bertentangan dengan syara’, maka perbuatanya adalah 

fas~id (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.23 

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat antara kualitas 

Sadd al Dhari@’ah, antara lain :24 

a. Jika perbuatan perantara yang asalnya dibolehkan 

berdampak pada kemafsadatan secara qat~’i@, maka ulama 

sepakat untuk melarang perbuatan tersebut agar peluang 

terjadinya kemafsadatan terturup, terlepas dari apappun 

konsep yang dijadikan sebagai landasan. 

b. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak 

padakemasadatan secara nadi@r (jarang), maka ulama sepakat 

untuk tidak melarang perbuatan tesebut. 

                                                           
23Rahmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih…,139 
24Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan 

Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....,37 - 38 
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c. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada 

kemafsadatan secara zhanni, maka ulama berbeda pendapat 

dalam menyikapinya. Ulama Syafiiah dan Hanafiyyah 

secara umum tidak melarang perbuatan tersebut, sementara 

ulama Malikyyah dan Hanabilah melarangya sebagai bentuk 

sadd al-dhari@’ah. 

Titik perbedaan ulama dalam berhujjah dengan sadd al Dhari@’ah 

digambarkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Kondisi Kualitas Pendapat Ulama 

Mafsadat Qat~’i (pasti) Disepakati harus dihindari 

Mafsadat Nadi@@@@r (jarang) Disepakati boleh 

Mafsadat Z{anni (dugaan) Terdapat khilafy@yah, ada yang 
menyatakan agar dihindari, 
dan ada yang menyatakan 
hukumnya kembali ke asal  

 

C. Macam – macam Sadd al-Dhari@’ah 

Ada dua macam pembagian sadd al Dhari@’ah yang dikemukakan 

para ulama ushul fiqh antara lain, adalah :25 

a.  kualitas kemafsadatannya 

Dalam buknya Ushul Fiqh I yang mengutip Imam al 

Shat}i>bi, Rahmat Syafi’i mengemukakan bahwa dari segi 

kualitas kemafsadatanya, al-dhari@’ah terbagi pada empat 

macam : 

                                                           
25Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1,….,162-166 
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1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada 

kemafsadatan secara pasti (qat}’i@). Misalnya, sesorang yang 

menggali sumur di depan pintu rumah seseorang pada 

malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya.  

Bentuk kemafsadatan ini dapat dipastikan, yaitu 

terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut dan itu 

dapat dipastikan. 

2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena 

jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, 

misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak 

memeberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang 

biasanya tidak memeberi mudarat kepada orang yang akan 

memakanya. Perbuatan itu tetap pada hukum asalnya, 

yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah 

apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa 

kepada kemafsdatan. Sedang dalam kasus ini jarang sekali 

terjadi kemafsadatan. 

3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar 

kemungkinan membawa kepada kemafsdatan. Misalnya, 

menjual senjata pada musuh atau menjual anggur kepada 

produsen minuman keras.  

4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena 

mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga 
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perbuatan itu membawa kemafsadatan, misalnya, sesorang 

yang menjual barangnya seharga tertentu dengan 

pembayaran bertempo lalu barang itu dibelinya kembali 

secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga 

pertama kali ia jual barang tersebut. Jual beli seperti ini 

dilrang karena cenderung mengarah kepada riba.  

Pembagian adz dzariah berdasarkan kualitas mafsadat menurut 

Imam Asy Syathibi : 

Tabel 2.2 

Kualitas Kemafdatan Derajat Hukum 

Qath’i (pasti) Paling kuat  Harus dihindari  

Ghalib (umumnya) Kuat  Dihindari (sekalipun 

terdapat khilafiyyah) 

Katsir (sering) Sedang  Khilafiyyah  

Nadir (jarang terjadi) Paling lemah  Tidak dianggap 

 

b. Jenis kemafsadatanya  

Asrorun Ni’am mengutip pendapat Ibn Qayyim Al 

Jauziyah, bahwa al-dhari@’ah dari segi ini terbagi pada : 

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, 

seperti minum-minuman keras yang mengakibatkan 

mabuk, dan mabuk ini adalah bentuk kemafsadatan.  

2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang diperbolehkan 

atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan 

suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan di sengaja 
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atau tidak. Perbuatan yang mengandung tujuan disengaja, 

misalnya, seseorang yang menikahi seorang wanita yang 

ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami pertama 

wanita tersebut bisa menikahinya kembali. Perbuatan yang 

tanpa tujuan sejak semula adalah mencaci maki ibu bapak 

orang lain. Akibat mencaci maki orang tua lain, 

menyebabkan orang tuanya juga akan dicaci maki orang 

tersebut.  

Kedua jenis al-dhari@’ah tersebut masih dibagi lagi oleh Ibnu 

Qayyim al-Jawziyyah menjadi dua, yaitu: a). perbuatan yang 

kemaslahatanya lebih kuat dari kemasadatanya; dan b) yang 

kemasadatanya lebih beasr dari kemaslahatanya. 

Kedua jenis al-dhari@’ah tersebut memiliki empat bentuk, yaitu : 

1. Perbuatan yang seacara disengaja dilakukan untuk tujuan 

kemasadatan, seperti minuman minuman keras. Perbustan 

semacam ini dilarang shar’i@ 

2. Perbuatan yang dasarnya dibolehkan tetapi dilakukan untuk 

kemasadatan, seperti nikah at-tahli@l. Perbuatan ini juga 

terlarang secara shar’i@. 

3. Perbuatan yang hukumnya boleh dilakukan dan pelakunya juga 

tidak bertujuan untuk kemasadatan, akan tetapi biasanya akan 

berujung pada kemasadatan, seperti mencacimaki sesembahan 
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orang musyrik yang sanagt dimungkinkan akan memunculkan 

cacian yang sama kepada Allah. Perbuatan ini juga dilarang 

secara shar’i. 

4. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi 

adakalanya dapat membawa kepada kemasadatan, seperti 

melihat perempuan yang dipinang. Akan tetapi, mengenai hal 

ini Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menganggap lebih besar 

kemaslahatanya dari pada kemasadatanya.sehingga hal ini 

dibolehkan secara shar’i sesuai dengan kebutuhan.26 

Kemudian menurut Abd. Rahmat Dahlan metode dalam penentuan 

hukum menggunakan sadd al-dhari@’ah dapat ditinjau drai dua segi : 

1. Ditinjau dari segi al ba>’ith ( motif pelaku )  

Al ba>’ith adalah motif yang mendorong pelaku untuk 

melakukan sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk 

menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun 

motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang dilarang (haram). 

Misalnya, sesorang yang melakukan akad nikah dengan 

sesorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut 

bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, 

yaitu, membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar 

                                                           
26Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan 

Prinsip Pencegahan dalam Fatwa….,36 - 37 
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setelah diceraikan, wanita tersebut halal menikah lagi dengan 

manta suami yang telah menalaknya dengan tiga talak.  

Pada umunya, moti pelaku suatau perbuatan sangat sulit 

diketahui oleh orang lain, karena berada dalam hati  orang 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum dari segi 

ini bersifat diya>nah (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang 

akan diterima pelaku di akhirat). Pada sadd al-dhari@’ah,  

semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat 

dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau 

fasadnya suatu transaksi.27 

2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan semata-mata, 

tanpa meninjaukan dari segi motif dan niat pelaku. Tinjauan 

ini difokuskan pada segi kemaslahatan dan kemafsadatan  

yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang 

ditimbulkan oleh suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka 

perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar 

kemaslahatan (wajib/sunnah). Sebaliknya, jika rentetan 

perbuatan itu menimbulkan kemasadatan, maka perbuatan itu 

teralarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram/makruh).28  

Jika dengan tinjauan yang pertama di atas, yaitu segi motif 

perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi 

                                                           
27 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh ...., 237-238 
28 Ibid., 
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pelakunya, maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, 

perbuatan al-dhari@’ah melahirkan ketentua hukum yang bersifat 

qadha@’i, dimana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau 

batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau 

terlarangnya perbuatan tersebut, tergantung apakah pebuatan itu 

berdampak maslahah atau mafsadah, tanpa mempertimbangkan 

apakah motif pelaku.29 

D. Unsur-Unsur Sadd Al-Dhari@’ah 

Secara operasional sadd al-dhari@’ah mempunyai tiga komponen, 

yakni al-was}ilah (sarana atau perantara), al ifdha@’ ’(penghubung 

antara sarana dan tujuan), dan al-mutawas}s}al ilayh (yang 

diantarkan/tujuan). Untuk pejelasan yang lebih rincinya adalah 

sebagai berikut :30 

 

a. Al-Was}i@lah (sarana atau perantara) 

Al was}i@lah adalah suatu sarana yang yang menjadi jalan 

untuk sampai kepada tujuan. Esensi dari al-was}i>lah adalah 

bahwa ia terkadang bukan menjadi tujuan yang dimaksud 

sejak awal. Akan tetapi, al-was}i>lah juga dilakukan dengan 

maksud untuk sampai pada tujuan yang lain. Misalnya, 

seorang muslim mencela sesembahan orang musyrik, dan 

                                                           
29 Ibid., 
30Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan 

Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....,32-34 
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kemudian orang musyrik tersebut membalas mencela Allah 

tanpa ilmu serta membawa pesan permusuhan, dimana hal ini 

sama sekali tidak diperkirakan oleh muslim akan terjadi. 

 

b. Al-Ifd{a@’ (penghubung) 

Al-Ifd}a>’ dapat dimaknai sebagai ‘dugaan kuat akan 

terjadinya sesuatu (yang terlarang)”. Al-ifd}a>’ adalah 

penghubung di antara dua unsur al-dhari@’ah, yaitu al-was}i>lah 

dan al-mutawas}s}al ilayh. Al-ifd}a@’ terdiri atas dua bentuk, yaitu 

bentuk perbuatan (Fi’il) dan pengandaian  (taqdir). Yang 

berbentuk perbuatan adalah terwujudnya al-mutawas}s}al ilayy@h 

setelah yang didahului oleh adanya al-was}i@lah. Sebagai 

contoh, proses pembuatan anggur menjadi khamr (al-

mutawas}s}al ilayh) yang didahului dengan menanam anggur 

(al-was}i@lah).  

Bentuk yang kedua adalah pengandaian (taqdir) yang bisa 

terjadi dalam empat situasi, yaitu: 

1. Pelaku al-was}i@lah (pengantara) sengaja melakukan suatu al 

wasilah agar sampai pada al-mutawas}s}al ilayh, seperti 

orang yang yang menikahijandayang telah ditalak tiga, 

dengan tujuan agar janda tersebut halal dinikahi oleh 

mantan suaminya yang pertama. 
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2. Pelaku al-was}i@lah (pengantara) tidak secara sengaja 

melakukan al-was}i>lah agar sampai pada sasaran tertentu 

(al-mutawas}s}al ilayh), tetapi menurut kebiasaan yang 

sering terjadi hal itu membawanya kepada sasaran 

tersebut. 

3. Pelaku al-was}i@lah (pengantara) tidak sengaja melakukan al 

wasilah, tetapi al-was}i@lah tersebut tetap membawanya 

kepada al-mutawas}s}al ilayh, baik melalui perbuatan atau 

pengandaian. Misalnya, seorang muslim dilarag untuk 

mencela sesembahan orang musyrik , sekalipun tidak 

benar-benar dimaksudkan untuk mencela, karena hal itu 

berpotensi melahirkan aksi balasan orang musyrik untuk 

mencela Allah.  

4. Pelaku al-was}i@lah (pengantara) dan yang lainya tidak 

bermaksud menjadikan al-was}i@lah sebagai al-dhari@’ah, 

tetapi esensi al-was}i@lah tersebut berpotensi menimbulkan 

al-ifd}a@’. Misalnya, orang yang menggali sumur untuk 

mendapatkan minum di jalan yang dilalui oleh kaum 

muslimin. Tujuan menggali sumur dibolehkan, akan tetapi 

itu menjadi dilarang jika dikhawatirkan akan membawa 

korban, adanya orang yang terperosok.  

Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa, kekuatan al-

ifd}a@’ bergantung pada dua hal, yaitu adanya faktor 
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kesengajaan pelaku al-was}i@lah untuk sampai pada tujuan, juga 

terdapat potensi pelanggaran dengan melihat banyaknya 

pelanggaran shar’i yang terjadi pada masa sebelumnya.  

c. Al-Mutawas}s}al Ilayh (tujuan) 

Hakikat dari al-mutawas}s}al ilayh adalah sesuatu yang 

dilarang. Keberadaan al mutawassal ilayh dijadikan sebagai 

landasan dalam menentukan kualitas perantara (al-was}i>lah), 

apakah kuat atau lemah. Sejalan dengan unsur yang adh 

druriah yang telah disebutkan, Imam Syathibi mengemukakan 

tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan 

sad al-dhari@’ah pada suatu perbuatan, Sehingga yang semula 

diperbolehkan menjadi dilarang, yaitu: 

1) Perbuatan tersebut bisa membawa kepada kemafsadatan  

2) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan  

3) Unsur kemafsadatan ternyata lebih banyak.  
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BAB III 

PANDANGAN TOKOH NU, MUHAMMADIYAH, DAN MUI KEC 

WONGSOREJO TENTANG KAWIN HAMIL AKIBAT ZINA DI KEC 

WONGSOREJO KAB BANYUWANGI 

 

A. Deskripsi Umum Kec Wongsorejo Kab Banyuwangi 

Pada umunya kondisi wilayah suatu desa menggambarkan sifat dan 

watak dari masyarakat yang menempatinya, bahwa kondisi seperti itulah 

yang membedakan karakter masyarakat antara satu wilayah dengan 

wilayah lain, hal itu disebabkan karena faktor sosial budaya, ekonomi, 

pendidikan dan keagamaan serta lain-lain, bagitu juga yang terjadi di kec 

Wongsorejo kab Banyuwangi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Profil Kec Wongsorejo Kab Baanyuwangi 

Kecamatan Wongsorejo merupakan wilayah kabupaten 

Banyuwangi yang berada paling utara, memiliki luas 464.80 Km² dengan 

jumlah penduduk total 74.698 jiwa yang terdiri dari 12 desa dan 30 

dusun.1 

 

 

 

                                                           
1 Data Kec Wongsorejo Kab Banyuwangi Tahun 2016. 
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2. Keadaan Geografis di Kec Wongsorejo Kab Banyuwangi 

Secara geografis, Kecamatan Wongsorejo berada di ketinggian 

1500 M di atas permukaan laut, posisi koordinat antara 7°53’00’’ LS - 

8°03’00’’ LS dan antara 114°14’’ BT - 114°26’00’’ BT. Hal ini 

berdampak terhadap bentuk wilayah yang rata-rata berkontur 

berombak hingga 100%. Sedangkan letaknya, secara geografis 30 km 

dari ibu kota kabupaten. Adapun batas- batas wilayahnya, yaitu: 

sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah barat Kabupaten 

Situbondo, sebelah timur Selat Bali dan sebelah selatan Kecamatan 

Kalipuro.2 

 

3. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Kec Wongsorejo 

Kab Banyuwangi 

Kondisi ekonomi di Kecamatan Wongsorejo terbilang cukup 

bagus. Dari segi tatanan sosial yang ada, Kecamatan Wongsorejo 

berada di wilayah strategis. Sehingga arus lalu lintas perekonomian 

sangat mungkin terus meningkat, salah satunya melalui hasil pertanian. 

Di Kecamatan Wongsorejo terdapat beberapa toko / pasar yang 

menunjang lalu lintas perdagangan disana. Adanya 3 pasar desa, 717 

toko perancangan (Desa Bajulmati terbanyak yaitu 296 toko), 11 toko 

bahan bangunan dan 15 toko obat yang tersebar di wilayah Kecamatan 

Wongsorejo. 

                                                           
2 Data Geografis Kec Wongsorejo Kab Banyuwangi Tahun 2016. 
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Di Kecamatan Wongsorejo terdapat 22 industri penggilingan padi 

(DesaAlasbulu terbanyak yaitu 5 industri), 88 industri pengolahan 

Gula (DesaSumberkencono terbanyak dengan 40 industri), 14 industri 

pengolahan tempe (DesaSidodadi terbanyak 4 industri), 9 industri 

pengolahan kerupuk (Desa Wongsorejoterbanyak 3 industri), 44 

industri pengolahan batu bata (Desa Wongsorejo terbanyak25 

industri), 48 industri pengolahan genteng (terbanyak di Desa 

Wongsorejo dengan 37 industri), 40 industri mebel (terbanyak di Desa 

Wongsorejo dengan 7 industri) dan 10 industri pengolahan tahu 

(terbanyak di Desa Sidodadi dengan 3 industri). 

Tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan 

Wongsorejo mengikuti PDRB yang ada di Kabupaten Banyuwangi 

yaitu sebesar 28,3 triliun pada tahun 2012. Sedangkan inflasinya 

sebesar 4,9 – 5,3 persen. Dengan data diatas menunjukkan bahwa 

Kecamatan Wongsorejo merupakan salah satu 

kecamatan yang potensial dalam pengembangan ekonomi 

kedepannya berdasarkan sektor yang ada. 

 

4. Pendidikan di Kec Wongosrejo Kab Banyuwangi 

Di sektor pendidikan Kecamatan Wongsorejo dapat dilihat dari 

sarana yang ada (jumlah sekolah cukup banyak). Dari data kecamatan 

dalam angka, di Kecamatan Wongsorejo terdapat 26 Sekolah TK 

swasta dengan 1.323 siswa dibantu oleh 1 tenaga guru dari negeri dan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 

 

113 tenaga guru swasta. Di tingkat SD terdapat 36 SD negeri dan 

1 SD swasta dengan siswa SD negeri berjumlah 5,976 siswa dan SD 

swasta berjumlah 48 siswa, jumlah guru negeri 127 orang dan guru 

swasta berjumah 6 orang. Tingkat MI ada 15 sekolah swasta dengan 

jumlah siswa 2,095 dan guru yang berjumlah 166 orang. Tingkat SMP 

ada 4 sekolah SMP negeri dan 3 sekolah SMP swasta. Dengan jumlah 

siswa 920 siswa sekolah negeri dan 219 siswa sekolah swasta, yang 

dibantu oleh 55 tenaga pengajar / guru negeri dan 32 pengajar dari 

guru swasta. Tingkat MTs ada 1 sekolah MTs negeri dengan 446 siswa 

dengan 25 guru ,6 sekolah MTs swasta dengan 975 siswa dan 109 

guru. Tingkat SMA negeri ada 1 dengan 538 siswa dan 30 guru, 1 

sekolah SMA swasta dengan 196 siswa dan 17 guru. Tingkat MA ada 

4 sekolah swasta dengan 360 siswa dan 68 guru. Tingkat SMK ada 1 

sekolan negeri dengan jumlah murid 604 siswa dan 44 guru. Dari data 

yang ada menunjukkan meratanya antara jumlah sekolah 

negeri dan sekolah swasta. Dampak kedepannya akan mempengaruhi 

dan menunjang peningkatan kualitas SDM. 

Tabel 3.1  

data sekolah di kecamatan Wongsorejo 

 
NO 

Jenjang Sekolah 

Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru 

 Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 

1 TK - 26 - 1323 - 114 

2 SD 36 1 5976 48 127 6 

3 MI - 15 - 2095 - 166 
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4 SMP 4 3 920 219 55 32 

5 MTs 1 6 446 975 25 109 

6 SMA 1 1 538 196 30 17 

7 MA - 4 - 360 - 68 

8 SMK 1 - 604 - 44 - 

 

Untuk pendidikan agama, di kecamatan Wongsorejo terdapat 

sekitar 16 pondok pesantren yang hanya tiga pesantren yang memiliki 

jenjang pendidikan sampai SMA/SMK/SLTA/sederajat. Yaitu PP. 

Miftahul Ulum desa Bengkak, PP. Nurul Abror desa Umbul, dan PP 

Bustanul Ulum desa Wongsorejo.3 

 

5. Sosial dan Budaya 

Secara sosial dan budaya, di kecamatan Wongsorejo adalah 

mayoritas keturunan madura, sebagian orang jawa, dan sedikit orang 

osing. Sehingga kultur yang melekat adalah adat istiadat madura.  

 

B. Gambaran Perkawinan Hamil Akbiat Zina di Kec Wongsorejo Kab 

Banyuwangi. 

Perkawinan adalah sebuah ibadah sakral bagi umat islam. Karena 

perkawinan adalah sunnah Rosulullah SAW dan juga sebagai penghalang 

dari perbuatan zina. Sehingga, untuk memulai sebuah ikatan perkawinan, 

                                                           
3 http://ponpes.net/daftar-pondok-pesantren-di-banyuwangi/ diakses pada tanggal 25 maret 
2018 

http://ponpes.net/daftar-pondok-pesantren-di-banyuwangi/
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maka harus ada niat baik dari kedua mempelai. Yaitu untuk membentuk 

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pacaran sudah dianggap 

sebagai hal lumrah oleh masyarakat Wongsorejo. Bahkan orang tua tak 

malu menanyakan siapa pacar anaknya sendiri, sehingga kesannya orang 

tua mendukung anaknya untuk berpacaran. Dan pergaulan anak muda 

dalam berpcaran kadang sampai melampaui batas sehinnga marak terjadi 

MBA (married by accident). Di sinilah kemudian orang tua membebankan 

dosa ini kepada anak tersebut. Orang tua tak sadar bahwa mereka juga 

berperan atas terjadinya perzinahan tersebut. 

Selanjutnya, kehamilan sebelum nikah di Wongsorejo juga terjadi 

karena adanya unsur kesengajaan dari pasangan zina tersebut. Karena tak 

mendapat restu untuk menikah, maka pasangan tersebut nekat melakukan 

zina agar dinikahkan oleh orang tua mereka. Dan orang tua, demi menjaga 

nama baik keluarga akhirnya menikahkan mereka, meskipun orang tua 

sadar, bahwa pernikahan mereka dimulai dengan i’tikad yang tidak baik. 

 

C. Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI Kec Wongsorejo 

Kabupaten Banyuwangi. 

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku 

khalifah Allah di muka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai 

dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan 

diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rid{a-merid{ai dengan 
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upacara ijab-qabul sebagai lambang dari adanya rasa rid}a-merid}ai dengan 

dihadiri para saksi untuk menyaksikan kedua pasangan itu telah saling 

terikat.4  

Sebagai tokoh dan orang yang berpengaruh terhadap masyarakat di 

kecamatan Wongsorejo, sepatutnya tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI 

kecamatan Wongsorejo ikut berpendapat terkait masalah maraknya 

perkawinan hamil akibat zina. Maka dari itu, penulis mewawancarai para 

tokoh tersebut untuk dimintai pendapatnya terkait masalah kawin hamil 

akibat zina di kecamatan Wongosrejo. Berikut hasil wawancaranya. 

 

1. KH. Moh. Hayatul Ihsan 

Beliau adalah ketua MUI Kec Wongsorejo. Menurut pendapat 

beliau Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, memang tidak lantas 

terjadi gempa bumi. Hanya saja gunjingan mulut di kalangan 

masyarakat tidak bisa didisiplinkan. Masyarakat tidak peduli hamil di 

luar nikah karena keajaiban seperti Siti Maryam AS atau sebagaimana 

beberapa kasus yang terdengar di telinga masyarakat. Maklum saja, 

gunjingan ini bisa dibilang sanksi sosial sebagai kontrol dari 

masyarakat. Dan lazimnya orang tua langsung menikahkan keduanya. 

Itu yang terjadi di kalangan masyarakat Wongsorejo. 

                                                           
4 LM Syarifie, Membina Cinta Menuju Perkawinan (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 10-11. 
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hal ini, menurut beliau tidak boleh bagi laki-laki pezina 

menikah dengan wanita pezina sebelum mereka bertaubat. Berdasarkan 

firman Allah Ta'ala :  

 

انِيٱ يواييلزَّ ةٗ يمُشِۡۡكا وۡ
ا
يأ يزاانيِاةً يإلََِّ ييانكِحُ انيِاةيُلَا ييٱلزَّ ا يعَلا َٰلكِا يذا مِا يواحُر  ٞۚ يمُشۡۡكِ  وۡ

ا
يأ يزاانٍ يإلََِّ ٓ ا ييانكِحُها لَا

 ي٣يٱلمُۡؤۡمِنيِاي
 

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 

oran-orang yang mukmin”5 

 

Berdasarkan pendapat ini jika saudari telah bertaubat sebelum 

akad, maka nikahnya sah. Tapi kalau tidak (belum bertaubat) maka 

sikap yang lebih hati-hati adalah memperbarui akad. 

“Meskipun demikian, Islam secara keras mengharamkan 

persetubuhan di luar nikah. Hamil, tidak hamil, atau dicegah hamil 

sekalipun. Karena, perbuatan keji ini dapat merusak pelbagai aspek.” 

pungkas beliau. 

Ketika ditanya pendapat beliau pribadi tentang perkawinan 

hamil akibat zina, beliau lebih menganjurkan agar pasangan zina 

tersebut tidak dinikahkan. Karena melihat akan terjadinya maksiat 

yang akan terjadi di kemudian hari, jika anak yang lahir adalah 

perempuan, karena beliau berpendapat bahwa anak hasil zina 

nasabnya hanya bersambung kepada ibu dan keluarga ibunya. 

                                                           
5 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara 

Kudus., t.t.) 
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Menurut beliau, pendapat yang mengatakan bahwa jika 

kelahiran terjadi setelah 6 bulan kawin, maka nasab anaknya 

tersambung ke ayahnya, adalah pendapat yang lemah. Ulama sepakat 

anak zina nasabnya hanya tersambung ke ibu dan keluarga ibunya.  

Pelarangan perkawinan hamil akibat zina menurut beliau adalah 

sebagai sanksi terhadap pelaku zina, dan juga oeringatan kepada yang 

lainnya untuk menghindari zina, karena dampak negatifnya yang 

sangat besar. 

Dan dengan perkawinan kedua pasangan zina tersebut, tidak 

serta merta menghapus dosa dari perbuatan zina yang mereka berdua 

lakukan.6 

 

2. Dr. Fawaizul Umam, M. Ag. 

Beliau adalah tokoh MWC NU Wongsorejo. Menurut beliau, 

Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk 

bagi pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan agar 

hambanya terhindar dari perzinahan : 

 

ي لَا بُوايْيوا ىيتاقۡرا َ ِنا بيِلٗٗييۥإنَِّهيُيٱلز  اءٓايسا ةٗيواسا َٰحِشا يفا نا  ي٣٢كَا
ي

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” 

 

                                                           
6 Wawancara di lakukan hari Ahad 21 Januari 2018. 
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Beliau berpendapat, bahwa pasangan zina sah-sah saja menikah, 

asal dengan syarat sudah sama-sama bertaubat. Karena dosa yang 

mereka lakukan adalah dosa besar. 

Menurut beliau, pasangan zina harus segera dinikahkan tanpa 

menunggu kelahiran anak yang dikandung. Tapi jika menikah dengan 

lelaki yang bukan pasangan zina nya atau yang bukan menghamilinya, 

maka harus menunggu bayi tersebut lahir terlbih dahulu. 

Pendapat beliau mengutip dari ulama syafi’iyyah. Perempuan 

yang hamil bisa segera dinikahkan, tidak perlu iddah. Karena 

hamilnya bukan dari pernikahan yang sah dan tidak ada perceraian 

sehingga tidak ada iddah. Sedangkan menurut mazhab Hambali, harus 

nunggu dilahirkan terlebih dahulu, baik menikah dengan laki-laki 

yang menghamilinya atau dengan orang lain. Dan selama menunggu 

dinikahakn, kedua pasangan zina harus bertobat terlebih dahulu. Kalau 

mazhab Hanafi, boleh segera dinikahkan, tapi tidak boleh digauli. 

Harus menunggu proses kelahiran anak yang dikandung. 

Ketika ditanya soal kesiapan pasangan yang akan menikah, 

beliau berpendapat bahwa perikahannya tetap sah. Karena kesiapan 

bukan termasuk rukun nikah. 

Dan beliau juga berpendapat, jika mereka dipisahkan, dan lahir 

anak mereka, maka si laki-laki di tuntut untuk menafkahi kebutuhan si 
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bayi. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 jika anak tersebut bisa dibuktikan dengan benar.7 

 

3. Ainur Rofiq, ST MM 

Beliau adalah ketua Muhammadiyah Banyuwangi yang 

bertanggung-jawab berdirinya Muhammadiyah Wongsorejo. Menurut 

beliau, Jika A (laki-laki) dan B (perempuan) berzina lalu keduanya 

menikah ketika si B hamil, maka para ulama sepakat 

membolehkannya. Hal ini sejalan pula dengan KHI pasal 53 ayat (1) 

yang berbunyi: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan 

dengan pria yang menghamilinya” dan ayat (2) yang berbunyi: 

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. 

Pernikahan itu sah dan keduanya boleh melakukan hubungan kelamin 

layaknya suami istri. 

Kemudian jika si B melahirkan anak hasil perzinaan tersebut 

setelah 6 (enam) bulan dari pernikahan, maka anak tersebut 

dinasabkan kepada si A. Alasannya ialah, tempo kehamilan itu 

minimalnya adalah enam bulan menurut kesepakatan para ulama. 

Setelah itu si A bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan 

dengan anaknya itu seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, perwalian, 

pewarisan dan lainnya sama persis dengan anak hasil pernikahan yang 

                                                           
7 Wawancara di lakukan hari ahad 21 Januari 2018 
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sah. Namun jika si B melahirkan anak hasil zina tersebut sebelum 6 

(enam) bulan dari pernikahannya dengan A, maka anak tersebut 

dinasabkan kepada si B. Si A tetap bertanggung jawab atas nafkah, 

pendidikan dan kesehatannya, karena ia adalah anak istrinya. Tapi dari 

segi perwalian dan pewarisan, si A tidak berhak menjadi wali anak 

tersebut dan tidak waris-mewarisi dengannya. 

Jika A dan B dalam contoh di atas berzina, lalu B yang sedang 

hamil menikah dengan C, bukan dengan A yang menghamilinya. 

Hukum masalah ini diperselisihkan para ulama; ada yang 

membolehkan dan ada yang melarang. Namun demikian beliau 

cenderung untuk membolehkannya, dengan alasan wanita hamil 

karena zina tidak mempunyai masa iddah, sebagaimana wanita hamil 

yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Setelah mereka 

menikah maka mereka boleh berhubungan badan layaknya suami istri. 

Adapun kekhawatiran pendapat yang mengatakan tidak boleh 

berhubungan badan supaya air mani dua orang laki-laki tidak 

tercampur dalam rahim wanita tersebut adalah tidak sesuai dengan 

ilmu kedokteran karena hal itu tidak mungkin terjadi setelah wanita itu 

hamil. Kemudian, jika anak itu lahir maka ia tidak dinasabkan kepada 

si A maupun si C karena ia adalah hasil perzinaan. Anak hasil 

perzinaan tersebut dinasabkan kepada ibunya yaitu B. Setelah itu si C 

tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan dan kesehatan anak 

tersebut, karena ia adalah anak istrinya. Namun dari segi perwalian 
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dan pewarisan, si C maupun si A tidak berhak menjadi wali anak 

tersebut dan tidak waris-mewarisi dengannya.8 

                                                           
8 Wawancara di lakukan hari Ahad 22 Januari 2018 
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BAB IV 

ANALISIS SADD AL-DHARI@’AH  TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU, 

MUHAMMADIYAH, DAN MUI KEC WONGSOREJO TENTANG KAWIN 

HAMIL AKIBAT ZINA 

 

A. Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI kec Wongsorejo 

Tentang Kawin Hamil Akibat Zina 

Dalam hukum Islam perkawinan dikenal dengan ikatan mithaqon 

gha>lidhan yang berarti ikatan yang kuat, ikatan yang suci yang 

menyatukan antara laki-laki dan perempuan dan yang melaksanakannya 

bernilai ibadah dan sebagai penyempurna agama. 

Perkawinan adalah sebuah ibadah sakral bagi umat islam. Karena 

perkawinan adalah sunnah Rosulullah SAW dan juga sebagai penghalang 

dari perbuatan zina. Sehingga, untuk memulai sebuah ikatan perkawinan, 

maka harus ada niat baik dari kedua mempelai. Yaitu untuk membentuk 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta menjauhkan diri dari 

perbuatan zina. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pacaran sudah dianggap 

sebagai hal lumrah oleh masyarakat Wongsorejo, bahkan tak malu 

menanyakan siapa pacar anaknya sendiri, sehingga kesannya orang tua 

mendukung anaknya untuk berpacaran. Dan pergaulan anak muda dalam 

berpcaran kadang sampai melampaui batas sehinnga marak terjadi MBA 

(married by accident). Di sinilah kemudian orang tua membebankan dosa 
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ini kepada anak tersebut. Orang tua tak sadar bahwa mereka juga berperan 

atas terjadinya perzinahan tersebut. 

Yang perlu disoroti adalah kehamilan sebelum nikah di 

Wongsorejo karena adanya unsur kesengajaan dari pasangan zina tersebut. 

Karena tak mendapat restu untuk menikah, maka pasangan tersebut nekat 

melakukan zina agar dinikahkan oleh orang tua mereka. Dan orang tua, 

demi menjaga nama baik keluarga akhirnya menikahkan mereka, 

sementara orang tua sadar, bahwa pernikahan mereka dimulai dengan 

i’tikad yang tidak baik. 

Dari pendapat ketiga tokoh, perlu kiranya untuk dikomparasikan, 

sehingga timbul kesimpulan dari ketiga tokoh tersebut. Berikut pendapat 

ketiga tokoh : 

a. Baik dari tokoh NU Dr. Fawaizul Umam, M.Ag, dan Muhammadiyah 

Ainur Rofiq ST MM, sama-sama membolehkan pasangan zina untuk 

menikah dengan syarat; 

b. Pasangan zina tersebut sudah bertobat, dan berjanji tidak akan 

mengulangi dosa tersebut. Dengan dalil Firman Allah SWT : 

 

يما ذا   ۚٞ واحُر  وۡ مُشۡۡيك 
ا
ٓ إيلََّ زاانٍ أ ا انيياةُ لَا يانكيحُها ةٗ واٱلزَّ وۡ مُشۡۡيكا

ا
انِي لَا يانكيحُ إيلََّ زاانيياةً أ ا ٱلزَّ ي ا لا ل

  ٣ٱلمُۡؤۡمينيينا 
 

 

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan 

atas oran-orang yang mukmin” 
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Hal ini sejalan pula dengan KHI pasal 53 ayat (1) yang 

berbunyi: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan 

dengan pria yang menghamilinya” dan ayat (2) yang berbunyi: 

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. 

Pernikahan itu sah dan keduanya boleh melakukan hubungan kelamin 

layaknya suami istri. 

c. Untuk ketua MUI kecamatan Wongsorejo KH. Moh Hayatul Ikhsan 

melarang terjadinya perkawinan hamil akibat zina karena akan timbul 

dosa-dosa di kemudian hari. 

d. Pasangan yang berzina sehingga menimbulkan kehamilan si 

perempuan agar dinikahkan oleh orang tua mereka. Hal yang mereka 

lakukan termasuk merekayasa hukum. Sehingga mereka bisa mencapai 

tujuan mereka. Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah “cara yang 

dipakai untuk menghalalkan hal-hal yang haram, sebagaimana tipu 

dayanya orang-orang Yahudi.” Dan pernikahan mereka tidak sah. 

 

B. Analisis Sadd Al-Dhari@’Ah Terhadap Pandangan Tokoh Nu, 

Muhammadiyah, Dan Mui Kec Wongsorejo Tentang Kawin Hamil 

Akibat Zina 

Sadd al-dhari@’ah adalah metode penetapan hukum dengan cara 

menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 

 

yang mendatangkan mafsadah dan terlarang.1 Akan tetapi sangat sulit 

untuk menganalisis dari madharat yang akan muncul, karena itu dapat 

dilihat secara pasti jika perbuatan sudah diakukan.  

Maka dari itu penulis akan menganalisis dari ketentuan-ketentuan  

sadd al-dhari@’ah yang berisi unsur-unsur sadd al-dhari@’ah, kualitas 

kemafsadatan, dan jenis kemafsadata. Agar mendapatkan tujuan yang 

objektif.  Hal ini diperlukan untuk menentukan kemafsadatan yang lebih 

besar diantara semua pendapat. 

 

1. Pendapat yang pertama KH. Moh. Hayatul ikhsan 

Beliau berpendapat bahwa sah saja jika terjadi pasangan zina 

dinikahkan. Tapi bagaimana pendapat beliau jika ditanya jika terjadi 

perzinahan, hendaknya dinikahkan atau dipisahkan? Maka beliau 

berpendapat, hendaknya pasangan tersebut tidak dinikahkan. Karena 

menurut beliau, pernikahan tersebut akan berdampak terhadap 

kebiasaan masyarakat umumnya. Jika pasangan zina dinikahkan, 

lama-kelamaan masyarakat akan terbiasa, atau menganggap biasa 

perbuatan zina. Dan bagi muda-mudi yang sedang kasmaran, tidak ada 

perasaan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, 

bahkan melakukan perbuatan zina. Karena bagi mereka, jikapun 

terjadi kehamilan, mereka tidak akan menerima hukuman, ya akhirnya 

                                                           
1Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan 

Prinsip Pencegahan dalam Fatwa...., 31 
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hanya dinikahkan saja. Di indonesia pun, tidak ada aturan yang dapat 

menjerat pasangan zina. 

Tidak dinikahkan, menurut beliau adalah sebuah sanksi bagi 

pasangan zina, dan juga peringatan untuk para orang tua agar menjaga 

anaknya dari perbuatan zina, termasuk menjaga pergaulannya.  

Dari pendapat tersebut, penulis akan menganalisis yang pertama 

dari unsur-unsur sadd al-dhari>’ah. 

a. Al-wasi>lah 

Sarana atau perbuatan yang akan mengahantarkan kepada 

kemafsadatan. Dalam hal ini adalah pernikahan. Pernikahan yang 

mulanya diperbolehkan, malah dianjurkan, menjadi perbuatan awal 

yang akan menjadi kemafsadatan. 

b. Al-ifd}a’ 

Penghubung antara al-wasi>lah dengan al-mutawassal ilayh dalam 

pendapat beliau bersifat pelaku alwasilah tidak bermaksud untuk 

menuju al-mutawassal ilayh, tetapi perbuatan alwasilah tersebut 

berpotensi menuju almutawassal ilayh. 

c. Al-mutawassal ilayh  

Dalam pendapat beliau adalah masyarakat akan menganggap biasa 

suatu perbuatan zina, karena lazimnya, pasangan zina akan dinikahkan 

tanpa ada sanksi. Sehingga lama kelamaan, masyarakat tidak ada 

upaya untuk menjaga keturunannya dari perbuatan zina yang keji. Dan 

bagi pemuda pemudi tak ada peringatan atau ketakutan untuk 
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menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, bahkan tak segan 

melakukan perbuatan zina. Karena tak ada sanksi bagi mereka ketika 

melakukan sebuah perzinaan. Selanjutnya menurut beliau, pasangan 

zina tidak akan ada perasaan menyesal, karena tak mendapat 

hukuman.  

Analisis selanjutnya adalah kualitas dari kemafsadatan yang 

ditimbulkan, dalam hal ini adalah al-mutawassal ilayh. 

Dari empat pembagian kualitas kemafsadatan yang sudah 

disebutkan pada bab terdahulu, dan melihat definisi dari tiap-tiap 

bagian kualitas mafsadat, maka dapat ditarik hasil bahwa mafsadat 

yang timbul pada almutawassal ilayh pada pendapat KH. Moh. 

Hayatul Ikhsan adalah qathi (pasti). Sehingga, pendapat beliau 

berindikasi bahwa seharusnya wasilah itu harus dilarang agar tak 

menimbulkan mafsadat. 

Analisis selanjutnya adalah jenis kemafsadatan dalam pendapat 

KH. Moh Hayatul Ikhsan. Pendapat beliau termasuk dalam jenis yang 

kedua. Yakni, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi 

mengandung tujuan yang disengaja. Sehingga akan menimbulkan 

kemafsadatan. Selanjutnya dari pendapat beliau, menghasilkan 

kesimpulan bahwa perbuatan tersebut lebih besar kemafsadatannya 

daripada kemaslahatannya. 

 

2. Analisis yang kedua adalah pendapat dari Dr. Fawaizul Umam. M. Ag 
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Beliau berpendapat bahwa pernikahan pasangan yang melakukan 

zina hingga menimbulkan kehamilan, boleh dilakukan tanpa iddah. 

Karena akibat dari kehamilan ini dampaknya sangat besar dalam 

masyaratakat, berakibat melekatnya aib bagi keluarga pezina dan 

keturunannya yang akan sulit hilang dari ingatan masyarakat. Maka 

perlu untuk segera dinikahkan. Jika tidak dinikahkan, menurut beliau, 

pihak yang paling dirugikan adalah pihak perempuan. Karena 

tanggung jawab untuk merawat anak bertumpu padanya. Sementara 

pihak laki-laki akan terbebas dari tanggung jawab karena terputusnya 

nasab anak tersebut darinya.  

Dari pendapat tersebut, penulis akan menganalisis dengan 

mengidentifikasi unsur-unsur sadd al-dhari>’ah 

a. Al-wasi>lah 

Sarana atau perbuatan yang dimaksud dalam pendapat beliau 

adalah menikahkan pasangan zina akibat kehamilan tersebut.  

b. Al-ifd}a’ 

Penghubung antara al-wasi>lah dan al-mutawassal ilayh dalam 

pendapat beliau termasuk dalam perbuatan. Karena pelaku alwasilah 

dengan sengaja melakukan perbuatan untuk menuju al-mutawassal 

ilayh. 

c. Al-muatawassal ilayh 

Tujuan yang timbul dari pelaku al-wasi>lah dalam pendapat beliau 

adalah melindungi bahkan cenderung menyembunyikan pasangan zina 
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dari menjadi aib bagi keluarga. Lari dari sanksi atau hukuman yang 

seharusnya diterima. Diharapkan menjadi jalan untuk menghalangi 

pihak laki-laki lepas dari tanggung jawab, dan untuk menyambung 

nasab anak dan bapak biologisnya. 

Analisis selnajutnya tentang kualitas kemafsadatan. Dari pendapat 

beliau dan melihat definisi-definisi dari kualitas kemafsadatan yang 

dibahs pada bab terdahulu. Maka pendapat beliau termasuk pada 

perbuatan yang akan menimbulkan kemafsadatan yang pasti (qat}’i). 

Karena mafsadat yang timbul adalah keinginan untuk mengakui anak 

hasil zina masih bernasab kepada ayahnya. Karena pelakuu al-wasi>lah 

secara sengaja melakuakn wasi>lah untuk mencapai al-mutawassal 

ilayh. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena selain 

adanya aturan, dalam syariat juga terdapat sanksi. Sementara, pelaku 

alwasilah berkeinginan untuk menghindari hal tersebut. 

Analisis selanjutnya adalah jenis kemafsadatannya. Dari jenis 

yang telah dijelaskan. Maka dalam pendapat Dr. Fawaizul Umam M. 

Ag jenis kemafsadatannya adalah perbuatan yang sebenarnya 

diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi mengandung tujuan yang 

disengaja sehingga akan timbul kemafsadatan pada suatu hari kelak. 

Selanjutnya, dalam jenis kemafsadatan, dalam pendapat beliau, 

hasilnya adalah perbuatan yang kemafsadatannya lebih besar dari 

kemaslahatannya. 
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3. Analisis selanjutnya pada pendapat Ainur Rofiq, ST, MM 

Beliau berpendapat bahwa pernikahan pasangan zina yang hamil, 

ulama sepakat membolehkannya. Dan jika perempuan dari pasangan 

zina tersebut melahirkan anak tersebut 6 bulan dari waktu pernikahan, 

maka anak tersebut bernasab kepada ayah biologisnya. Sehingga ini 

mengakibatkan si laki-laki bertangugung jawab terhadap nafkah, 

pendidikan, kesehatan, serta perwalian sang anak. Namun jika lahir 

kurang dari 6 bulan dari masa pernikahan, maka anak tersebut 

terputus nasabnya dari ayah biologisnya.  

Jika wanita hamil akibat zina ini dinikahkan selain dengan 

pasangan zinanya, beliau berpendapat membolehkannya, meskipun 

ulama berpeda pendapat. Menurut beliau, pendapat yang melarang 

supaya tidak bercampur sperma dua laki-laki tidak tepat. Karena 

bertentangan dengan ilmu kedokteran. 

Analisis yang pertama yaitu dari unsur-unsur sadd al-dhari>’ah 

a. Al-wasi>lah 

Al-wasi>lah pada pendapat beliau adalah pernikahan wanita yang 

hamil akibat zina, dengan pasangan zinanya atau dengan orang 

lain atau orang yang tidak menghamilinya. 

b. Al-ifd}a’  

Perantara antara alwsilah dengan al-mutawassal ilayh dalam 

pendapat beliau adalah pelaku alwasilah secara sengaja melakukan 
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perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dugaan untuk 

terjadinya sesuatu yang dilarang sangat kuat. 

c. Al-mutawassal ilayh  

Tujuan yang  diharapakan dari al-wasi>lah dalam pendapat beliau 

adalah untuk mendapatkan nasab bagi anak yang akan dilahirkan, 

meskipun si perempuan menikah dengan pasangan yang 

menghamilinya maupun dengan orang lain yang tidak 

menghamilinya. 

Dan dari hal ini, maka al-mutawassal ilayh menunjukkan bahwa 

perbuatan tersebut dapat membawa kepada kemafsadatan 

Analisis selanjutnya dari kualitas kemafsadatan. Dari segi 

kualitas kemafsadatan, penulis berpendapat bahwa dalam 

pendapat mas Ainur Rofiq adalah perbuatan yang pasti membawa 

kepada kemafsadatan. Karena melanggar aturan yang ditetapkan 

Allah SWT.  

Analisis selanjutnya dari jenis kemafsadatan. Dari dua 

jenis kemafsadatan, pedapat dari mas Ainur Rofiq termasuk dalam 

jenis perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan. 

Karena, jika pelaku melakukan alwasilah untuk mencapai 

almuatwassal ilayh, akan bertentangan dengan ketentuan sharia 

yang menjadi ketentuan Allah SWT 
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  Dari analisis sadd al-dhari>’ah terhadap tiga pandangan tokoh NU 

Dr. Fawaizul Umam, tokoh Muhammadiyah Ainur Rofiq ST, MM, serta 

pandangan tokoh MUI kecamatan Wongsorejo KH. Moh. Hayatul Ikhsan, 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan pasangan zina 

seharusnya dicegah, agar tidak menimbulkan mafsadat. dengan 

menikahkan pasangan zina tidak serta-merta dapat menjadi “obat 

penenang” bagi kedua pasangan zina, untuk menghindari ketentuan-

ketentuan yang telah digariskan Allah SWT. Ada hal-hal yang dapat 

menjadi sanksi bagi para pelaku zina. Agar dapat menyadarkan 

masyarakat bahwa perzinahan adalah perbuatan yang sangat keji. Aibnya 

akan melekat kepada kedua pasangan zina, serta kepada keluarga kedua 

pasangan zina tersebut. Sanksi tersebut nantinya akan menjadi penegas 

adanya aspek pemilihan mafsadat daripada menarik maslahah. Seperti 

kaidah berikut ini  

 

 ابَ الَ غَ ةَ دَ سَ لمفَ ا َ عَ فَ دَ  مَ دَ قَ ةَ حَ لَ صَ مَ وَ ةَ دَ سَ فَ مَ  ضَ ارَ عَ ات َ ذَ إ فََ  حَ الَ لمصَ ا َ بَ لَ جَ  نَ مَ  ل َوَ أ دََ اسَ لمفَ ا ءَ رََ دَ 
 

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 

maslahah” Dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah, 

maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya” 2 

 

  Sedangkan kenapa penulis tidak setuju terhadap pendapat yang 

membolehkan, karena setelah dianalisis menggunakan sadd al-dhari’ah 

                                                           
2 Andewi Suhartini, Ushul Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian 

Agama RI, 2012), 55. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 

 

kemafsadatan yang ditimbulkan sangat kecil dan ada beberapa hal yang 

melanggar aturan Allah SWT. Seperti pendapat tersambungnya nasab anak 

hasil zina kepada ayah biologisnya. Meskipun zaman sudah canggih, dan 

mudah untuk mengetahui anak siapakah itu, tapi ulama’ tetap sepakat 

nasabnya terputus dari ayah bilogisnya. Sebagai konsekuensi dari 

perbuatan zina. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pendapat dari tokoh NU, dan Muhammadiyah, membolehkan pasangan 

zina untuk menikah dengan syarat; Pasangan zina tersebut sudah 

bertobat, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Sementara 

dari ketua MUI kecamatan Wongsorejo mencegah terjasinya 

perkawinan hamil akibat zina. Dengan alasan akan menimbulkan 

kemafsadatan nantinya. Karena dengan perkawinan, kedua pasangan 

zina tersebut tidak lantas lepas dari ketentuan-ketentuan Allah SWT. 

2. Dari analisis penulis terhadap pandangan ketiga tokoh, hanya KH> Moh 

Hayatul Ikhsan (ketua MUI) yang menggunakan sadd al-dhari’ah 

sebagai prinsip dalam pengambilan pendapat. Sebagian yang lain 

menggunakan prinsip perspektif gender dan HAM (Dr. Fawaizul 

Umam) dan perspetif hukum positif (Ainur Rofiq ST MM). Dari 

pendapat tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI kec Wongsorejo dan 

hasil analisis sadd al-dhari@’ah terhadap pendapat tokoh, meliputi 

unsur-unsur sadd al-dhari>’ah, jenis kemafsadatan, dan kualitas 

kemafsadatan, maka perkawinan hamil akibat zina yang terjadi di kec 

Wongosrejo masih terdapat mafsadat. Karena mafsadat yang 

ditimbulkan lebih besar jika pasangan zina yang hamil menikah yang 

kualitas mafsadatnya qat}’i (pasti). Sehingga penyelesaian kasusnya 
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adalah melarang pasangan zina yang hamil untuk menikah. Demi 

mencegah mafsadat yang terjadi. 

Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan akibat hamil di 

kecamatan Wongsorejo harus dicegah. Agar tidak menimbulkan 

mafsadat yang lebih besar. Dan juga sebagai sanksi kepada pasangan 

zina. Serta sebagai peringatan kepada yang lain untuk menghindari 

perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, apalagi sampai berzina. 

 

B. Saran  

Karena maraknya kawin hamil akibat zina di kec wongsorejo, penulis 

memberikan saran kepada para tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI kec 

Wongsorejo untuk mengambil tindakan prefentif dengan melakukan 

pembinaan-pembinaan terhadap generasi muda untuk menghindari 

perzinaan. Karena perkawinan hamil akibat zina meskipun tak ada 

larangan, tetapi perlu dicegah karena akan menimbulkan mafsadat yang 

lebih besar. Dari perkawinan pasangan hamil akibat zina, tidak bisa 

merubah ketentuan dari Allah SWT. Ada hal-hal yang tidak bisa berubah 

akibat pernikahan tersebut, seprti nasab anak kepada ayahnya, serta aib 

yang tidak bisa hilang dari masyarakat. 
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